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UNTUK AKSELERASI KINERJA PEMBANGUNAN 2024

“KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKEADILAN”

ARAHAN BUPATI



CAPAIAN INDIKATOR 

KINERJA MAKRO

Indikator Makro Realisasi 2022 Target 2023 Realisasi 2023

Pertumbuhan Ekonomi 5,56 3,68 Belum Rilis

Gini Ratio 0,273 0,291 Belum Rilis

Persentase Penduduk Miskin 12,53 13,17 12,42

Indeks Pembanguna Manusia 74,02 73,62 74,53

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur 77,89 79 79,44

Indeks Kesalehan Sosial 86,77 63,63 89,19

Indeks Reformasi Birokrasi 70,02 68 Belum Rilis

Tingkat Pengangguran Terbuka 6,05 4,77 5,46

Indeks Daya Beli 0,748 0,77 0,758

Nilai Tukar Petani 109,26 104,87 116

Indeks Pendidikan 0,667 0,641 0,668

Indeks Kesehatan 0,813 0,808 0,844

Indeks Pembangunan Pemuda 59,17 54 59,5

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 64,7 61,88 64,09

Indeks Ketahanan Daerah 0,7 0,62 0,65

SAKIP A A A

Maturitas SPIP Level 3 Level 3 Level 3



ARAHAN BUPATI KE-1

EVALUASI KINERJA TAHUN 2023 DAN RENCANA STRATEGIS 2024

2

RENCANA KEGIATAN DAN PROGRAM YANG AKAN DILAKSANAKAN

TAHUN 2024 HARUS BERNILAI INOVATIF DAN MEMILIKI VALUE

BERDAMPAK PADA PUBLIK.

BAPELITBANGDA TERUS MONITOR CAPAIAN IKU/IKD RPJMD SAMPAI DENGAN TERBIT ANGKA

FINAL DAN PERSIAPKAN LKPJ DENGAN BAIK.1

BAGIAN ORGANISASI PERSIAPKAN RENCANA PERJANJIAN KINERJA TAHUN

2024 DENGAN BAIK. LAKUKAN KOORDINASI BERSAMA TIM RB. PERJANJIAN

KINERJA HARUS DIDASARKAN PADA ARAH PEMBANGUNAN DI RKPD 2024

SELURUH KEPALA PD, KABAG DAN CAMAT SERTA DIREKTUR RSUD PERSIAPKAN BAHAN

EVALUASI KINERJA 2023 TERMASUK PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS. SAJIKAN

BERDASARKAN DATA YANG VALID.
3

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU IKD YANG CAPAIANNYA MASIH DI BAWAH TARGET, TAHUN

2024 HARUS REBOUND. JANGAN PERNAH BERHENTI UNTUK TERUS BEKERJA, MELAKUKAN

KOLABORASI LINTAS SEKTOR.

BAGIAN ORGANISASI, BAPELITBANGDA, INSPEKTORAT DAN BAGIAN

PEMERINTAHAN HARAP MENGAWAL DENGAN BAIK PENYUSUNAN LKJIP LPPD

& SPM 2023 UNTUK BAHAN EVALUASI KEMENPAN RB DAN KEMENDAGRI.

5

4

6



2024

“AKTIVASI EKOSISTEM 

PEREKONOMIAN UNTUK 

MENJAGA KETAHANAN 

EKONOMI MASYARAKAT 

DAN PERTUMBUHAN 

EKONOMI DAERAH”

PRIORITAS ADMINISTRASI 

PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024 

DAN PERENCANAAN TAHUN 2025 

1. KEGIATAN FISIK PRIORITAS BAIK YANG BERSUMBER

DARI APBD/DAK HARUS SEGERA DIPERSIAPAKAN

UNTUK PROSES PENGADAANNYA;

2. PERANGKAT DAERAH YANG ADA ANGGARAN DAK,

SEGERA BERKOORDINASI DENGAN BAPPELITBANGDA

UNTUK PERCEPATAN;

3. OPERASIONAL RS BRONDONG HARUS SEGERA DI

PERSIAPKAN BAIK REGULASINYA MAUPUN ALKESNYA.

HAL-HAL YANG MASIH MENJADI HAMBATAN AGAR

SEGERA DISELESAIKAN;

4. SARANA PENUNJANG TRAINING GROUND GAJAH

MADA HARUS SEGERA DI OPERASIONAL KAN.

PEMBANGUNAN LAINNYA HARAP SEGERA

DITUNTASKAN SEHINGGA MENJADI PUSAT

KERAMAIAN BARU;

5. BAPELITBANGDA, PERSIAPKAN UNTUK PENYUSUNAN

RPJPD 2025-2045, VISI, MISI DAN TARGET KINERJA

HARUS BISA DIIMPLEMNTASIKAN DALAM RPJMD;

RANCANGAN RPJMD HARUS SEGERA DISUSUN DAN

PARALEL DENGAN RPJPD PRIORITAS TA 2025 HARUS

SEGERA DISUSUN UNTUK PERSIAPAN RKPD 2025.











ADHIKARYA 2023

IEC 2023

NIRWASITA TANTRA 2023

BKN AWARDPENGHARGAAN PEDULI 

KESELAMATAN RAKYAT

INDONESIA AWARD (iNews)

PPD 2023

PEMBINA KOPERASI ANDALAN 

HARKOPNAS 2023

iBANGGA 2023

TOKOH PENGGERAK EKONOMI 

KERAKYATAN (TEMPO MEDIA)

PEMBINA K3 TERBAIK 2023

WTP (TUJUH KALI)

ARAHAN BUPATI KE-2 MENJAGA 

BUDAYA PRESTASI

“40 PRESTASI YANG SUDAH KITA RAIH DI 

TAHUN 2023 HARUS DIPERTAHANKAN, 

KUATKAN SINERGITAS AGAR TERUS 

MELAHIRKAN PRESTASI DAN 

MENINGKATKAN KEPUASAN PUBLIK”

1. Saya Mendorong One Innovation One

Agency. Setiap Lembaga Harus Memiliki

Inovasi (Nilai Kebaruan Dan

Kebermanfaatan). TIDAK BOLEH NAMBAH

APLIKASI, SUDAH SAATNYA

MENGINTEGRASIKAN YANG SUDAH ADA

AGAR SEMAKIN EFEKTIF.

2. Saya Minta Kepada TIM REFORMASI

BIROKRASI Lakukan Persiapan Untuk

Mendapatkan AWARD dan penguatan

SPBE serta MPP Digital.

3. Untuk IP ASN Saya Minta Kepada Kepala

PD, seluruh ASN termasuk Guru dan Tenaga

Kesehatan pada tahun ini minimal harus

memiliki 1 SERTIFIKAT KOMPETENSI dan

dilaporkan ke BKPSDM.



ARAHAN BUPATI KE-3

TATA KELOLA PENDAPATAN ASLI DAERAH

RETRIBUSI BELUM MENCAPAI TARGET (91,7% ATAU KURANGNYA 1,814,205,669.00) PD TERKAIT

PENGAMPU RETRIBUSI LAKUKAN EVALUASI SECARA KOMPREHENSIF. MASIH TERDAPAT

PELUANG UNTUK OPTIMALISASI RETRIBUSI.

PENDAPATAN ASLI DAERAH BELUM MENCAPAI TARGET YANG TELAH DITETAPKAN PADA APBD

2023, (99,72% ATAU KURANGNYA 1,474,920,067.69). TAHUN 2024 WAJIB TERCAPAI.

LAKUKAN UPAYA PEMBENAHAN, OPTIMALKAN TRANSAKSI DIGITAL AGAR TINGKAT KEBOCORAN

DAPAT DI KURANGI, PENGAWASAN HARUS SEMAKIN DI TINGKATKAN.

DIANTARA 11 OBJEK PAJAK, JENIS PAJAK: RESTORAN, HIBURAN, PARKIR, MINERBA, PBB, BPHTB

BELUM MENCAPAI TARGET DI TAHUN 2023. KHUSUS PBB 5 KECAMATAN YAKNI: KEMBANGBAHU,

SUKODADI,LAMONGAN, SARIREJO, PACIRAN PERSENTASE CAPAIANNYA MASIH DI BAWAH 90%.

LAKUKAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG BERPOTENSI UNTUK

DIMAKSIMALKAN DENGAN SKEMA KERJASAMA DENGAN MASYARAKAT, DAN PIHAK SWASTA.

PELEPASAN ASET-ASET TIDAK PRODUKTIF HARUS SEGERA DIJALANKAN AGAR TIDAK

MENJADI BEBAN PENYUSUTAN;.

LAKUKAN PENDATAAN SUBYEK PAJAK SEBAGAI LANGKAH INTENSIFIKASI, TANPA ADANYA

KENAIKAN TARIF. OPTIMALISASI RETRIBUSI DI SEKTOR PARIWISATA MELALUI UPAYA

PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATAWAN

BUMD DI KABUPATEN LAMONGAN HARUS BERKINERJA SEMAKIN BAIK, TARGET RETRIBUSI

YANG DIBEBANKAN HARUS MENINGKAT DAN TERCAPAI.

“PENDAPATAN ASLI 

DAERAH DITUJUKAN 

UNTUK MENGAKSELERASI 

PENINGKATAN 

PENDAPATAN DAERAH 

AGAR DILAKSANAKAN 

SECARA TERTIB, EFISIEN, 

EKONOMIS, EFEKTIF, 

TRANSPARAN DAN 

BERTANGGUNGJAWAB”



ARAHAN BUPATI KE-4

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
“SETIAP RUPIAH YANG DIKELUARKAN 

HARUS DAPAT DIPERTANGGUNG 

JAWABKAN DAN BERDAMPAK PADA 

PENINGKATAN KINERJA SERTA 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. STATUS 

WTP DARI BPK DAN SPIP LEVEL 3 HARUS 

MENGUATKAN SISTEM AKUNTABILITAS 

PENGGUNAAN ANGGARAN PADA 

PERANGKAT DAERAH ”.

1

INSPEKTORAT DI TAHUN 2023 TELAH MERUMUSKAN 1131 TEMUAN

ATAU REKOMENDASI PADA PERANGKAT DAERAH DAN DESA.

PERANGKAT DAERAH WAJIB MENINDAKLANJUTI AGAR

CAPAIANNYA BISA 100%, INSPEKTORAT SAYA MINTA MENGAWAL

KINERJA SELURUH PD DAN BUMD.

PENYELESAIAN TINDAK LANJUT TERHADAP TEMUAN BPK YANG

MASIH MENCAPAI 92,45% HARUS BISA DITUNTASKAN. SAYA

MINTA INSPEKTORAT DAN BPKAD MENGAWAL DENGAN BAIK.

JANGAN SAMPAI PENDAPATAN DAERAH BERKURANG KARENA

MASIH ADA TEMUAN BPK YANG BELUM DITINDAKLANJUTI.

2

3

DALAM PELAKSANAAN AUDIT PENDAHULUAN BPK, HARUS:

a) MELAKSANAKAN PENUTUPAN KAS ATAS PENCAIRAN DAN

PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2023 (TERMASUK KAS

BOS/KAPITALISASI/SEKOLAH)

b) PENUTUPAN PERSEDIAAN STOCK OPNAME TERUTAMA

DISEMUA UNIT PER 31 DESEMBER 2023

c) PENYERTAAN MODAL KEPADA BUMD (BUMD YANG TELAH DI

AUDIT OLEH KAP DAN PENYERTAAN LK AUDITE BUMD PADA LK

UN AUDITE PEMERINTAH DAERAH )

d) ASSET DAERAH SESUAI REKONSILIASI BIDANG ASSET

e) BELANJA MODAL INSFRASTRUKTUR SESUAI DENGAN

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

f) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)



ARAHAN BUPATI KE-5

MANAJEMEN PENGELOLAAN APBD

INDEK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN KONDISI APBD 2022

HASIL EVALUASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI LAMONGAN TERBAIK SE JAWA

TIMUR DAN NOMOR 10 SE INDONESIA. CAPAIAN IPKD HARUS MENJADI

PENYEMANGAT UNTUK MENINGKATKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA HARUS SEMAKIN CEPAT. SAYA

MENGHARAPKAN AGAR DPA DAPAT DISELESAIKAN SECEPATNYA. GUNAKAN

MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN APABILA ADA DPA YANG MENGALAMI

KESALAHAN SEHINGGA TIDAK MENIMBULKAN TEMUAN OLEH BPK DIKEMUDIAN HARI.

TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PEMBAYARAN

TAHUN 2023, SAYA MINTA BPKAD UNTUK MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN

INSPEKTORAT DAN BPKP DALAM MERUMUSKAN dasar HUKUM. BERIKAN

PEMAHAMAN YANG DETAIL KEPADA PERANGKAT DAERAH AGAR TIDAK TERJADI

HAL-HAL YANG DIANGGAP BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU..

SAYA MINTA TIDAK ADALAGI PENYERAPAN ANGGARAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN

MANAJAMEN KAS YANG DIRENCANAKAN, SEMUA HARUS SESUAI DENGAN YANG

TELAH DIRENCANAKAN AGAR DAYA SERAP KEUANGAN TIDAK TERTUMPU DI AKHIR

TRIBULAN.



ARAHAN BUPATI KE-6 

JAGA STABILITAS DAERAH & KENYAMANAN 

MASYARAKAT

“TINGKATKAN TERUS KAPASITAS DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA 

DALAM MENGHADAPI PELAKSANAAN PEMILU 2024”.

PASTIKAN SEMUA PERALATAN PENANGGULANGAN BENCANA KONDISINYA BAIK

AGAR BERFUNGSI SEPERTI YANG DIHARAPKAN

PERKIM DAN PU SDA, WILAYAH KOTA DAN BABAT HARUS DAPAT PERHATIAN,

UPAYAKAN GENANGAN AIR HARUS CEPAT BERKURANG . MASIFKAN GEMPUR

SALOKA.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP HARUS SELALU STANDBY UNTUK MELAKUKAN

PENEBANGAN POHON DAN TUMBANG, GENCARKAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN.

DISHUB TETAPMEMANTAU LPJU AGAR TETAP NYALA DENGAN BAIK.

DALAM MENGHADAPI PERSIAPAN PEMILU PADA TANGGAL 14 FEBRUARI

TAHUN 2024, CAMAT, SATPOL PP DAN BAKESBANGPOL, BPBD LAKUKAN

KOORDINASI DAN MITIGASI PADA WILAYAH YANG BERPOTENDI TERDAMPAK

BENCANA ALAM MAUPUN BENCANA ATAU KONFLIK SOSIAL.

BPBD SIAPKAN SKENARIO PENANGANAN BANJIR, LAKUKAN KOORDINASI

DAN KOLABORASI UNTUK MEMPERSIAPKAN SEGALA KEMUNGKINAN,

PASTIKAN KETERSEDIAN JENIS BANTUAN SOSIAL (PANGAN, KESEHATAN DAN

PENDIDIKAN) BAGI MASYARAKAT KORBAN BENCANA.
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RESPONSIF DAN BANJIRI MEDSOS 

DENGAN KABAR BAIK LAMONGAN

“MASYARAKAT HARI INI SANGAT 

MEMERLUKAN KECEPATAN DAN RESPON 

POSITIF. KANAL LAPOR PAK YES (WA, 

INSTAGRAM) PERLU DIKENALKAN PADA 

PUBLIK”.

TIDAK SEMUA ASPIRASI BISA DISELESAIKAN 

DENGAN CEPAT, NAMUN SEMUA PERANGKAT 

DAERAH TERKAIT WAJIB MEMBERIKAN 

RESPON POSITIF PADA PUBLIK

SEPANJANG TAHUN 2023, PROGRAM 

PRIORITAS SUDAH DIIMPLEMENTASIKAN 

DENGAN BAIK. BERBAGAI PRESTASI JUGA 

KITA RAIH. BANJIRI MEDSOS DENGAN 

KABAR BAIK LAMONGAN AGAR 

MASYARAKAT MENDAPATKAN INFORMASI 

YANG TEPAT DAN BENAR.

SUDAH SAATNYA PERANGKAT DAERAH 

MENGABARKAN KEGIATAN YANG 

BERDAMPAK MELALUI MEDIA SOSIAL 

MAUPUN MEDIA CETAK SEBAGAI BENTUK 

ETALASE.



“JIKA KITA INGIN BERLARI CEPAT, MAKA 

BERLARILAH SENDIRIAN. JIKA KITA INGIN 

BERLARI JAUH MAKA BERLARILAH 

BERSAMA-SAMA” (Yuhronur Efendi)



TERIMA KASIH
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